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POLEMIK pembongkaran bangunan SDN 4 Birobuli yang
ditenggarai dilakukan tanpa rekomendasi dari DPRD Kota
Palu, dan atas pernyataan Kadisdik Ardiansyah Lamasitudju
dilakukan atag diterbitkannya SK Walikota, tentang
persetujuan atas 'pembongkaran yang dikeluarkan oleh bagian
aset DPPKAD, seperti diberitakan di harian ini Selasa (7/8)
yang lalu.

Mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, Suhirman
SE, dengan tegas membantah pernah mengeluarkan SK
Walikota terkait persetujuan pembongkaran bangunan sekolah
yang masuk dalam item penghapusan aset.

“Tidak benar, kami pernah mengeluarkan SK Walikota
tentang persetujuan pernbongkaran SDN 4 Birobuli. Kalau
Kadisdik merasa memegang SK itu, ya diperlihatkan'saja,”
ujarnya.

Kata Suhirman, prosedur penghapusan aset harus
memenuhi prosedur yang ditetapkan, yakni didahului dengan
surat Walikota Palu kepada DPRD dan selanjutnya DPRD
membahas surat usulan tersebut dan kemudian'mengeluarkan
rekomendasi. Rekomendasi inilah yang kemudian men_]adl
acuan walikota untuk menerbitkan SK.

Hingga saat ini, Suhirman mengaku tidak pernah tahu jika
walikota sudah mengeluarkan SK penghapusan aset dan
menyetujui dilakukan pembongkaran item yang masuk dalam
point penghapusan aset.

“Belum ada SK walikota terkait usulan penghapusan aset
apalagi SK itu dikeluarkan oleh DPPKAD,” tegasnya.

Suhirman tidak mau dianggap terlibat atas kebijakan
Kadisdik yang melakukan pembongkaran tanpa mengikuti
prosedur penghapusan aset yang telah diatur dalam
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang menyatakan
penghapusan aset baru bisa dilakukan setelah ada persetujuan
DPRD.(ima)












